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I.  PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Otonomi daerah membawa nuansa baru bagi tata pemerintahan di Indonesia.  
Daerah yang selama masa Orde Lama dan Orde Baru tidak diberikan keleluasaan 
untuk menyelenggarakan kewenangannya, mendapat kesempatan luas setelah 
diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang 
kemudian diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 25 Tahun 1999 
tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang diperbarui 
dengan UU No. 33 Tahun 2004.  Daerah diberikan kesempatan luas untuk mandiri 
dan melalukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. 
Adapun tujuan dilaksanakannnya otonomi daerah memberdayakan masyarakat, 
menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat 
serta mengembangkan peran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 
 
Tahun 2001 merupakan awal pelaksanaan desentralisasi yang semestinya akan 
terdapat berbagai perubahan dalam kebijakan pembangunan nasional. Maka 
seyogyanya pemerintah daerah lebih aktif dalam mengolah potensi yang ada di 
daerahnya masing-masing. Dengan demikian terjadi perubahan pola hubungan 
ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat secara keseluruhan 
atas periode atau tahun-tahun sebelum otonomi daerah dengan masa 
diberlakukannya  UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004. Konsekuensi 
hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlaku sejak 
pemerintahan orde baru hingga diberlakukannya otonomi sejak tahun 2001 
lalu  menyebabkan relatif kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain bahwa 
kontribusi penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat 
mendominasi konfigurasi APBD, dan sumber-sumber penerimaan daerah yang 
relatif besar dikelola oleh pemerintah pusat. 
 
Penyelenggaraan otonomi daerah tidak hanya dibiayai oleh APBN, tetapi juga 
berasal dari sumber-sumber pendapatan sendiri yang digali dari potensi daerah. Ini 
artinya pendapatan yang digali dalam APBD juga dapat mendukung pelaksanaan 
desentralisasi atau otonomi daerah. Selama ini, sumber pembiayaan penyelenggaraan 
pemerintah dan pembangunan daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota berasal 
dari pendapatan asli daerah (PAD), bagian daerah dari bagi hasil pajak dan bukan 
pajak (BHPBP), dana alokasi berupa sumbangan dan bantuan pembangunan pusat 
kepada daerah, pinjaman daerah, dan sisa lebih APBD tahun sebelumnya. Semua 
jenis penerimaan ini dimasukkan ke dalam APBD provinsi, kabupaten dan kota 
(Saragih, 2003:51). 
 
Untuk menunjang kemandirian pembangunan ekonomi suatu daerah selain unsur 
penerimaan terdapat unsur penting lain di dalam APBD yaitu pengeluaran 
pemerintah. Pengeluaran pemerintah terbagi atas pengeluaran rutin dan 
pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin lebih bersifat pengeluaran yang 
konsumtif, sedangkan pengeluaran pembangunan bersifat produktif. Inilah yang 
menyebabkan pengeluaran pembangunan lebih dikenal sebagai investasi 
pemerintah, karena digunakan untuk membiayai sektor-sektor produktif yang ada 
di suatu daerah. 
 
Sektor produktif yang ada di Kabupaten Lampung Tengah salah satunya adalah 
sektor industri, pertumbuhan sektor industri ditujukan untuk memperluas 
kesempatan kerja, meratakan kesempatan kerja, menunjang pembangunan daerah 
dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan dalam konteks pembangunan 
industri yang didasarkan atas kondisi serta potensi daerah. 
 
Pertumbuhan dan perkembangan industri tanpa adanya investasi baik investasi 
tenaga kerja maupun investasi peralatan modal, tentu saja tidak akan mengalami 
kemajuan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan investasi tidak saja meningkatkan 
produksi, kesempatan kerja dan berusaha tetapi juga dapat memperluas pasar. 
Bahkan investasi untuk pembentukan modal memungkinkan pembangunan untuk 
dilaksanakan kendati dengan jumlah penduduk yang meningkat. 
 
Alasan pemilihan industri kecil adalah karena dalam krisis ekonomi, sub sektor 
industri kecil mampu bertahan dan tetap eksis dalam kegiatannya. Selain sebagai 
sub sektor industri, karena industri mampu menyerap tenaga kerja, jenis 
produksinya bervariasi serta dalam sisi permintaan selain konsumen dalam negeri, 
hasil produksi industri kecil juga memenuhi permintaan luar negeri. Oleh karena 
itu, industri kecil juga berperan dalam peningkatan pendapatan baik nasional 
maupun regional di samping peningkatan pendapatan masyarakat.  
 
Sasaran pembangunan industri di Kabupaten Lampung Tengah tetap berorientasi 
kepada sasaran pembangunan industri secara nasional yang disesuaikan dengan 
kondisi daerah setempat dengan sasaran pokok tercapainya struktur ekonomi yang 
makin berimbang, memantapkan landasan industri yang kokoh, memperluas 
lapanagan kerja dan kesempatan berusaha, menghasilkan mesin-mesin industri 
sendiri, meningkatkan mutu hasil produksi, meningkatkan ekspor, serta memacu 
tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor lainnya. Salah satu bentuk 
pertimbangan pemerintah untuk terus mengembangkan sub sektor industri kecil 
saat ini adalah karena keberhasilan industri kecil dalam melewati masa-masa 
krisis moneter yang melanda Indonesia di tahun 1998. hingga saat ini, pemerintah 
mendorong perkembangan industri kecil mengingat sektor ini mampu menyerap 
tenaga kerja cukup banyak di saat industri besar melakukan PHK pekerjanya, 
guna bertahan saat krisis ekonomi melanda Indonesia. Demikian juga perihal 
permodalan, industri kecil belum mendapat bantuan modal yang cukup. Akibatnya 
peningkatan jumlah investasi pada sektor industri kecil juga relative kecil. 
Pemerintah Daerah Lampung Tengah terus melakukan pengembangan dan 
pembinaan secara berkesinambungan terhadap peranan industri kecil serta 
diadakan invesatasi besar-besaran terutama di sektor industri kecil, melalui KUK 
(Kredit Usaha Kecil), KIK (Kredit Investasi Kecil) dan UMKM (Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah). 
 
Industri kecil berbasis industri primer yang sebagian besar mengolah bahan baku 
menjadi setengah jadi dan bahan jadi. Industri kecil menggunakan dan 
menghasilkan bahan-bahan dan barang beraneka ragam. 
 
Industri kecil termasuk industri kerajinan dan rumah tangga serta informal dan 
tradisional, baik yang bersifat formal maupun nonformal yang mencakup antara 
lain industri kecil pangan, industri kecil sandang dan kulit, industri kecil kimia 
dan bahan bangunan, industri kerajinan umum, dan industri kecil logam. Selain itu 
pemerintah juga menintikberatkan program pembangunan pada perbaikan-
perbaikan pertanian promosi jasa-jasa sosial, perluasan prasarana agar industri 
kecil tumbuh pesat.  
 
Dalam upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun 
regional diperlukan dukungan beberapa sektor, salah satunya sektor industri. 
Pertumbuhan sektor industri senantiasa berorientasi pada pertumbuhan unit usaha, 
tenaga kerja, investasi dan nilai produksi dari berbagai kelompok industri 
Lampung Tengah merupakan salah satu titik tumbuh (point of growth) bagi  
 
Lampung Tengah memperlihatkan pertumbuhan positif di berbagai sektor 
ekonomi.  Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung Tengah 
selama periode 2002–2008 terus mengalami peningkatan.  Berdasarkan harga 
konstan PDRB Lampung Tengah pada tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 
Rp 297,4 milyar, yaitu dari Rp5,26 trilliun pada tahun 2007 menjadi Rp5,55 
trilliun di tahun 2008 (Tabel 1). 
 
Tabel 1. Produk Domestik Bruto Kabupaten Lampung Tengah Menurut 
Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (juta rupiah) 
 
SEKTOR 2004 2005 2006 2007 2008 
Pertanian 2.243.565 2.347.369 2.459.094 2.577.876 2.701.045 
Pertambangan & 
Penggalian 
68.582 71.835 75.305 77.324 78.549 
Industri pengolahan 650.132 682.173 721.205 769.830 810.942 
Listrik & Air bersih 14.478 17.892 20.703 23.999 24.675 
Konstruksi 252.692 274.517 295.248 314.733 328.795 
Perdagangan, Hotel 
& Restoran 
631.001 663.376 704.441 756.597 810.779 
Transportasi & 
Komunikasi 
104.707 108.587 114.682 124.836 134.835 
Keuangan,  Sewa & 
Jasa Prsh 
177.341 193.549 224.255 260.471 295.861 
Jasa-jasa 303.681 316.951 333.542 349.940 367.328 
PDRB 4.446.178 4.676.249 4.945.566 5.255.606 5.553.010 
Sumber:  BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2009 
 
Pertumbuhan ekonomi Lampung Tengah pada tahun 2008 mengalami peningkatan 
sebesar 5,66 persen (Tabel 2).  Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan 
dengan Provinsi Lampung yang mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,26 
persen, serta lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan secara nasional 
yang mengalami pertumbuhan sebesar 6,06 persen.  Pertumbuhan positif terjadi di 
semua sektor ekonomi, dimana sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 
mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,59 persen dan sektor Pertambangan 
dan Penggalian merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan terendah sebesar 
1,58 persen (Tabel 2). 
 
Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi per Sektor di Kabupaten Lampung Tengah 




2005 2006 2007 2008 
Pertanian 4,63 4,76 4,83 4,78 
Pertambangan & Penggalian 4,74 4,96 2,56 1,58 
Industri pengolahan 4,93 5,72 6,74 5,34 
Listrik & Air bersih 23,58 15,71 15,92 2,82 
Konstruksi 8,64 7,55 6,60 4,47 
Perdagangan, Hotel & Restoran 5,13 6,19 7,40 7,16 
Transportasi & Komunikasi 3,71 5,61 8,85 8,01 
Keuangan, Persewaan & Jasa Prsh 9,14 15,86 16,15 13,59 
Jasa-jasa 4,37 5,23 4,92 5,03 
PDRB 5,17 5,82 6,20 5,66 
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2009 
 
Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa sektor industri dan sektor perdagangan 
memiliki kecenderungan yang terus meningkat di atas 5 persen, sedangkan sektor 
pertanian yang merupakan sektor utama penyumbang terbesar PDRB Lampung 
Tengah ada kecenderungan untuk tetap tumbuh di bawah 5 persen. Mengingat 
sumbangan sektor pertanian (primer) yang terus menurun dan sektor industri 
(sekunder) dan sektor Perdagangan (tersier) semakin meningkat secara 
berkelanjutan, hal ini menandakan telah terjadi perubahan struktur perekonomian 
di Kabupaten Lampung Tengah.  
 
Pada  Tabel 3 terlihat bahwa untuk belanja pembangunan sektor industri pada 
tahun 2004 sebesar Rp569.457.000,00, sedangkan pada tahun 2008 meningkat 
sebesar Rp1.249.180.000,00 peningkatannya untuk sektor industri sebesar 
Rp679.723.500,00. Dengan laju pertumbuhan rata-rata 28,26 persen per tahun.    
 
Tabel 3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Industri Tahun 2004–2008  
Tahun Pengeluaran Pemerintah (Rp) Perkembangan (%) 
2004 569.457.000,00 - 
2005 650.198.000,00 14,17 
2006 1.301.179.000,00 100,12 
2007 1.504.735.060,00 15,64 
2008 1.249.180.500,00 -16,90 
Rata-rata 1.054.949.912,00 28,26 
Sumber : Bappeda Kabupaten Lampung Tengah, 2009 
 
Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi yang cukup prospektif di sektor 
industri. Hal ini terlihat dari perkembangan jumlah industri di Kabupaten 
Lampung Tengah dari tahun 2004–2008 meningkat cukup tajam, dari 3.441 unit 
usaha pada tahun 2003 menjadi 5.043 unit usaha pada tahun 2008, atau 
mengalami peningkatan sebanyak 46,56 persen atau 1.602 unit usaha. 
 
Investasi digunakan untuk membangun asset, pembelian bahan baku, rekrutmen 
tenaga kerja, dan lain sebagainya untuk menjalankan kegiatan industri. Modal bisa 
berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang disebut juga sebagai 
penanaman modal asing (PMA).  Perkembangan nilai investasi sektor industri 
kecil pada periode 2000 sampai 2008 disajikan pada Tabel 4. 
Tabel 4. Perkembangan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Tahun 2004–2008 
 
Tahun Nilai Investasi (Rp juta) Perkembangan (%) 
2004 101.900 - 
2005 107.810 5,80 
2006 116.660 8,20 
2007 132.980 13,98 
2008 136.034 2,29 
Rata-rata 102.329,33 8,39 
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2009 
 
 
Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa ada peningkatkan Nilai Investasi Sektor Industri 
Kecil pada periode 2000–2008, pada tahun 2000 sebesar Rp71.880 juta, naik 
menjadi Rp136.034 juta rupiah tahun 2008, peningkatan sebesar Rp64.154 juta, 
laju pertumbuhan rata-rata 8,39 persen per tahun.  Hal ini juga berarti ada 
peningkatan kebutuhan tenaga kerja. 
 
Sumbangan sektor industri kecil terhadap PDRB Lampung Tengah, tidak terlepas 
dari peranannya dalam membuka kesempatan kerja dan menyerap tenaga kerja 
yang tersedia di Kabupaten Lampung Tengah.  Ketersediaan tenaga kerja dengan 
jumlah dan standar kualitas yang sesuai dengan kebutuhan suatu perindustrian 
tentu akan membuat industri tersebut menjadi lancar dan mampu berkembang di 
masa depan yang terserap disektor industri.  Rata-rata per tahun sektor industri 
kecil menyerap 4,87 persen tenaga kerja atau 18.506 jiwa (Tabel 5). 
 
Tabel 5. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja di Sektor Industri 
Kecil Tahun 2004–2008 
 
Tahun Tenaga Kerja (jiwa) Perkembangan (%) 
2004 18.044,00 - 
2005 19.090,00 5,80 
2006 20.380,00 6,75 
2007 22.056,00 8,22 
2008 22.226,00 0,77 
Rata-rata 18.606,33 4,87 
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2009 
 
Menurut Barata (2004:16), kebijakan-kebijakan pemerintah hendaknya diarahkan 
kepada kepentingan masyarakat, sehingga penggunaan anggaran lebih banyak 
dialokasikan untuk kegiatan yang diperkirakan akan dapat menunjang 
terbentuknya penyebaran pendapatan yang lebih adil, kegiatan itu meliputi: 
1. Kegiatan yang bersifat alokasi, yaitu kegiatan-kegiatan yang dapat menambah 
atau mengurangi alokasi sumber-sumber ekonomi untuk produksi berbagai 
macam barang, terutama barang-barang publik. 
2. Kegiatan yang bersifat efisiensi, yaitu kegiatan-kegiatan yang dapat menaikkan 
hasil total dari sumber-sumber ekonomi tertentu karena penggunaannya dengan 
cara-cara yang lebih efisien. 
3. Kegiatan yang bersifat menjaga stabilitas dan pertumbuhan, yaitu kegiatan-
kegiatan yang dapat mengurangi ketidakstabilan serta pengangguran, dan yang 
dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi. 
4. Kegiatan yang bersifat pembagian, yaitu kegiatan-kegiatan yang dapat 
mengubah pola penghasilan riil masyarakat. 
 
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut 
dengan judul ”Analisis Pengeluaran Pembangunan, Nilai Investasi dan Tenaga 
Kerja Sektor Industri Kecil terhadap Pertumbuhan Sektor Industri di Kabupaten 
Lampung Tengah Tahun 2004-2008.. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka perumusan 
masalahnya: ”Bagaimanakah perkembangan pengeluaran pembangunan, nilai 
investasi dan tenaga kerja sektor industri kecil terhadap pertumbuhan sektor 
industri di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2004-2008 ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Mengetahui perkembangan pengeluaran pembangunan sektor industri di 
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2004-2008. 
2. Mengetahui perkembangan nilai investasi sektor industri kecil di Kabupaten 
Lampung Tengah Tahun 2004-2008. 
3. Mengetahui perkembangan tenaga kerja sektor industri kecil di Kabupaten 
Lampung Tengah Tahun 2004-2008. 
4. Mengetahui pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Lampung Tengah 
Tahun 2004-2008. 
 
1.4 Kerangka Pemikiran 
 
Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 
1999 merupakan titik awal berjalannya otonomi daerah (reformasi pemerintahan 
daerah dan reformasi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia). Kedua UU ini 
telah membawa perubahan mendasar pada pola hubungan antar pemerintahan dan 
keuangan antara pusat dan daerah.  
 
Seiring dengan waktu pemerintah mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah; dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Pemerintah Pusat dan Daerah serta terbitnya PP-RI Nomor 55 tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan dan PP-RI Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada 
pasal 157 dijelaskan bahwa sumber umum pembiayaan daerah berasal dari: Dana 
Desentralisasi, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pembiayaan Daerah 
Lainnya (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan). 
Untuk menunjang pembangunan ekonomi suatu daerah selain unsur penerimaan 
terdapat unsur penting lain di dalam APBD yaitu pengeluaran pemerintah. 
Pengeluaran pemerintah terbagi atas pengeluaran rutin dan pengeluaran 
pembangunan. Pengeluaran rutin lebih bersifat pengeluaran yang konsumtif, 
sedangkan pengeluaran pembangunan bersifat produktif. Inilah yang menyebabkan 
pengeluaran pembangunan lebih dikenal sebagai investasi pemerintah, karena 
digunakan untuk membiayai sektor-sektor produktif yang ada di suatu daerah. 
Misalnya membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai system 
pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan besenjata, 
dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam 
pembanggunan ada beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah. 
Perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi 
tingkat kegiatan ekonomi negara (Sukirno, 2004). 
 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan tingkat kegiatan produksi 
yang dicapai pada periode tertentu di suatu daerah.  PDRB sering kali digunakan 
untuk menilai dan mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi sekaligus 
sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.  PDRB erat 
kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan dapat digunakan untuk mengukur 
pertumbuhan sektor industri.  Pertumbuhan sektor industri menunjukkan perubahan 
tingkat  kegiatan produksi (PDRB) yang terjadi dari setiap periodenya. Oleh karena 
itu, jika ingin mengetahui tingkat pertumbuhan sektor industri kita harus 
membandingkan produk domestik regional bruto tiap periodenya. Seperti halnya 
PDRB, pertumbuhan sektor industri juga merupakan indikator kesejahteraan 
masyarakat.  Semakin tinggi pertumbuhan sektor industri berarti menunjukkan 
semakin banyak tenaga kerja yang terserap sehingga kesejahteraan masyarakatpun 
meningkat. 
 
Pengeluaran Pembangunan adalah peran pemerintah dalam mengalokasi belanja 
yang diperuntukan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya 
secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik). Belanja pembangunan dalam 
hal ini berupa belanja pembangunan khususnya yang diarahkan untuk peningkatan 
pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Lampung Tengah.  
 
Dalam Anggaran Model Lama atau berdasar Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, 
pengeluaran pembanguanan disebut sebagai Belanja Pembangunan sedangkan model 
baru atau Model Anggaran Kinerja di sebut sebagai Belanja Pelayanan Publik. 
Adapaun sumber belanja pembanguanan ini berasal dari; Dana Desentralisasi berupa 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari penerimaan daerah dari sektor 
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.  
 
Peningkatan pengeluaran pembangunan untuk infrastruktur sektor industri akan 
meningkatkan pendapatan nasional yang berasal dari nilai tambah output sektor 
tesebut dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika pendapatan masyarakat 
meningkat maka akan semakin besar pendapatan yang mereka terima untuk 
mengkosumsi batang dan jasa yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi. 
 
Pelaku bisnis (produsen, penyalur, pedagang dan investor) lebih suka berkecimpung 
dalam investasi di sektor industri karena sektor ini dapat memberikan margin 
keuntungan yang lebih menarik dan juga karena proses sektor produksi serta 
penanganan produk lebih bisa dikendalikan oleh manusia, tidak terlalu tergantung 
pada alam seperti musim dan keadaan cuaca.  
 
Dalam memacu pembangunan nasional, pembangunan industri nasional terus 
ditingkatkan untuk menciptakan masyarakat industri yang maju sebagai perwujudan 
upaya bangsa mengamalkan Pancasila. Memang sudah menjadi tekad bangsa 
Indonesia bahwa tujuan industrilalisasi bukan hanya untuk membangun pabrik-
pabrik saja melainka membangun masyarakat industri dalam arti seluas-luasnya.  
 
Tenaga kerja merupakan penduduk potensial yang dapat bekerja untuk memproduksi 
barang dan jasa. Tenaga kerja dilihat dari produktivitasnya yaitu sejumlah barang 
dan jasa yang bisa diproduksi seseorang pekerja perjam kerjanya. Tenaga kerja 
secara nyata berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor industri. Semakin besar 
output yang dihasilkan semakin besar tenaga kerja yang terpakai. Faktor produksi 
seperti tenaga kerja ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan desentralisasi. 
Semakin banyak kebijakan yang diperuntukan untuk daerah maka daerah tersebut 
akan lebih cepat berkembang dan akan semakin banyak tenaga kerja yang 
terserap. 
Gambar 1. Kerangka pemikiran analisis pengaruh pengeluaran pembangunan, 
investasi dan tenaga kerja sektor industri kecil terhadap pertumbuhan sektor 
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